
IMPLEMENTASI  MENINGKATKAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK 

MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR 

 

Norlita Hartati1, Muthia Septarina2, Ningrum Ambarsari3 

1Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) 

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810669 

2Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) 

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401 

3Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) 

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1111107401 

E-mail: norlitahartati2000@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Tanah merupakan suatu bagian yang sudah terikat dari hidup dan kehidupan manusia. 

Sehingga hak atas tanah merupakan hak asasi manusia yang secara hukum berisikan 

penguasaan dan kepemilikan. suatu proses yang menimbulkan hak atas tanah berlangsung 

dengan cara melihat dan menelusuri perkembangan keeratan hubungan manusia dengan 

memanfaatkan tanah secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Banyaknya 

bangunan seperti perumahan di daerah Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang masih 

berstatus Hak Guna Bangunan mulai banyak mengajukan permohonan untuk meningkatkan 

hak Guna Bangunan Menjadi hak Milik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan 

meneliti implementasi meningkatkan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kecamatan 

Martapura Kabupaten Banjar dan mengetahui kendala yang terjadi dalam meningkatkan hak 

Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 

empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yang artinya menggambarkan 

kondisi dilapangan secara apa adanya. Objek penelitian ini adalah PT. APM Jaya, Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar serta masyarakat yang mengajukan permohonan 

untuk meningkatkan Hak Guna Bangunan menjadi hak Milik. Sumber data yang digunakan 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan 

cara observasi, wawancara dan mempelajari peraturan perundang-undangan. Analisa data 

disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

kesimpulan implementasi meningkatkan Hak Guna Bangunan menjadi Hak milik Atas Tanah 

di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan keputusan dan peraturan 

perundang-undangan dan naik turunnya jumlah yang meningkatkan Hak Guna Bangunan 

Menjadi Hak Milik dipengaruhi adanya pembangunan terutama perumahan. Kendala yang 

masih dirasakan masyarakat seperti kurang mengertinya persyaratan-persyaratan dan tata 

caranya untuk mengubah status Hak Guna bangunan menjadi hak milik. 
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